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ABSTRAK 

 

Mengenai ruang lingkup "Perbuatan Tercela" dalam konteks atau sudut pandang 

pemakzulan atau pemecatan dari jabatan adalah tindakan yang tidak bermoral atau 

melanggar norma-norma etis kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dalam masa 

jabatannya dan dianggap menurunkan martabat sebagai pejabat. sebuah negara dalam hal 

ini Presiden atau Wakil Presiden dan tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan 

politik. Diharapkan bahwa di masa depan proses pemberhentian Presiden atau Wakil 

Presiden di Indonesia harus berorientasi pada pemakzulan di Amerika Serikat, di mana 

keputusan yang dikeluarkan dalam sesi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung 

dapat segera menjadi dasar dan dasar hukum bagi apakah Presiden atau Wakil Presiden 

yang masih menjabat telah melayani atau belum. 

Kata kunci : pemakzulan dan perbuatan tercela 
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ABSTRACT 

 

Regarding the scope of "midemeanors" in the context or point of view of 

impeachment or dismissal from office is an act that is immoral or violates the ethical 

norms of life in society carried out in his tenure and is considered to be degrading dignity 

as an official a country in this case the President or Vice President and the act has legal 

and political consequences. It is expected that in the future the dismissal process of the 

President or Vice President in Indonesia should be oriented to impeachment in the United 

States, where decisions issued in a session chaired by the Chief of Supreme Court can 

immediately become the basis and legal basis for whether the President or Vice President 

who is still serving has served or not. 

Keywords: impeachment, misdemeanor 
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